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Melihat uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya peneliti sampai 
pada beberapa kesimpulan atas pembahasan pemermasalahan yang telah 
diteliti sebelumnya yaitu: 
1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya 
memberikan perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi 
konsumen, karena dalam penelitian ini penulis melihat dengan 
menggunakan perbandingan hukum negara lain yang dimana, hak privasi 
dari konsumen yang terkait dengan perlindungan data belumlah 
sepenuhnya tercantum di dalam Undang-Undang ITE. 
2. Terkait dengan jaminan perlindungan data yang diberikan perusahaan, 
perusahaan sendiri tidak dapat memberikan jaminan secara menyeluruh 
mengenai keamanan dari sistem mereka, tetapi perusahaan tersebut 
melakukan usaha untuk melindungi dengan sistem yang telah mereka 
terapkan dengan memperhatikan Hak dari konsumen atas data pribadinya 
yang sesuai dan diatur dalam Undang-Undang ITE. Tanggung jawab dari 
perushaan terkait jikalau terjadinya kebocoran data ,maka perusahaan 
penyedia jasa layanan tersebut akan melakukan prosedur yang sesuai 






sebesar yang telah di tentukan oleh perusahaan tersebut di dalam sebuah 
term of service and agreement yang telah disetujui oleh pemakai layanan 
mereka, kebijakan ini lahir dari perusahaan itu sendiri di karenakan 
Undang-Undang sendiri tidak mengatur mengenai berapa besar ganti-
kerugian jikalau terjadinya suatu hal atas kebocoran data. 
 
B. Saran 
Perlunya Perlindungan hukum baru yang meliputi kadarluarsa atas data 
pribadi konsumen dalam suatu situs e-market, hak kontrol secara penuh 
terhadap data pribadi, serta pembebanan pembuktian kepada tergugat saat 
terjadinya kebocoran data, agar terciptanya perlindungan data terhadap 
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